
 
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul) 

Nomor : 2                Tahun : 2021                   

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

a. 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat 

 

: 1. 

2. 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);  

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950  Nomor 44); 



                                                                    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  8. 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 



  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan  dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

  15. 

 

 

16. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Palaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 



  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 15); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 

2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 

Nomor 9); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 14); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 9); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

dan 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

 

 



Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

berupa Laporan Keuangan yang memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas;  

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

 Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a 

Tahun Anggaran 2020 terdiri dari : 

a. Pendapatan   Rp1.792.377.765.120,73 

b. Belanja dan Transfer Rp1.775.056.482.992,33 

        Surplus /(defisit)                     Rp17.321.282.128,40  

 c.    Pembiayaan 

- Penerimaan   Rp      172.696.710.995,63 

- Pengeluaran   Rp        37.319.649.284,35 

        Pembiayaan Netto             Rp     135.377.061.711,28 

SiLPA  Tahun Berjalan       Rp     152.698.343.839,68 

 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi  anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagai  berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah            

Rp(150.290.127.709,04)  dengan rincian sebagai berikut : 

1) Anggaran pendapatan     Rp1.942.667.892.829,77 

2) Realisasi Rp1.792.377.765.120,73 

                  Selisih (kurang)             Rp(150.290.127.709,04)  

 

 

 



b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah  

Rp(302.804.338.323,72) dengan rincian sebagai berikut : 

1) Anggaran belanja             Rp  2.077.860.821.316,05 

2) Realisasi           Rp  1.775.056.482.992,33 

                    Selisih (kurang)                 Rp(302.804.338.323,72) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

(Rp 117.871.646.357,88) dengan rincian sebagai berikut : 

1) Surplus/defisit     Rp (135.192.928.486,28) 

2) Realisasi     Rp 17.321.282.128,40   

  Selisih (kurang)                        Rp (152.514.210.614,68) 

d. Selisih  anggaran  dengan  realisasi  penerimaan pembiayaan sejumlah  

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1) Anggaran Penerimaan pembiayaan             Rp 172.696.710.995,63 

2) Realisasi                                                               Rp 172.696.710.995,63 

             Selisih lebih / (kurang)                                             Rp    0,00 

e. Selisih  anggaran  dengan  realisasi  pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp(184.133.225,00) dengan rincian sebagai berikut : 

1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan                         Rp 37.503.782.509,35 

2) Realisasi       Rp 37.319.649.284,35 

          Selisih lebih / (kurang)                                Rp (184.133.225,00) 

f. Selisih   anggaran   dengan   realisasi   pembiayaan  neto  sejumlah  

(Rp 184.133.225,00) dengan rincian sebagai berikut : 

1) Anggaran pembiayaan netto                          Rp 135.192.928.486,28 

2) Realisasi                       Rp 135.377.061.711,28 

          Selisih lebih                                                  Rp 184.133.225,00 

 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : 

a.  Saldo Anggaran Lebih Awal          Rp 172.696.710.995,63 

b.  Penggunaan SAL sebagai Penerimaan          Rp 172.696.710.995,63 

     Pembiayaan Tahun Berjalan 

c. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran   Rp 152.698.343.839,68 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan                     Rp                         0,00 

      Tahun Sebelumnya 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir            Rp 152.698.343.839,68 

      



Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 

2020 sebagai berikut :  

a. Jumlah aset                     Rp 3.205.281.832.835,73 

b. Jumlah kewajiban                    Rp      12.098.423.244,65 

c. Jumlah Ekuitas                     Rp 3.193.183.409.591,08 

 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 

Desember Tahun 2020 sebagai berikut :  

a.  Pendapatan –LO Rp 1.851.032.804.210,68 

b.  Beban- LO                                                            Rp 1.639.238.899.549,55 

Surplus/Defisit  dari Operasional                           Rp    211.793.904.661,13 

c.  Surplus Penjualan Aset Non Lancar                       Rp        6.121.547.393,00 

d.  Defisit Penjualan Aset Non Lancar 0,00 

Surplus/Defisit dari Non Operasional        Rp        6.121.547.393,00 

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa    Rp    217.915.452.054,13 

e.  Pendapatan Luar Biasa 0,00 

f.   Beban Luar Biasa  Rp     42.432.264.212,80 

Jumlah Pos Luar Biasa  Rp     42.432.264.212,80 

Surplus/Defisit LO  Rp    175.483.187.841,33 

 

Pasal 7 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020             Rp  173.987.461.939,63 

b. Arus kas dari aktivitas Operasi                 Rp  265.790.293.455,75 

c. Arus kas dari aktivitas Investasi                    Rp (286.092.557.378,18) 

d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan                                         Rp 0,00 

e. Arus kas dari aktivitas Transitoris           Rp     1.290.750.944,00 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020        Rp 151.024.533.431,85 

 

 

 

 

 

 



Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai 

berikut : 

a. Ekuitas Awal       Rp 3.012.909.029.339,29 

b. Surplus/Defisit- LO      Rp    175.483.187.841,33 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/  Rp        4.791.192.410,46 

    Kesalahan Mendasar 

d. Jumlah Ekuitas Akhir     Rp 3.193.183.409.591,08 

 

Pasal 9 

Catatan  atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) 

huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tercantum  dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. 

 

Lampiran 

Lampiran 

I 

I.1 

 

: 

: 

 

Laporan Realisasi Anggaran; 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

c. 

d. 

 

Lampiran 

 

 

Lampiran 

  

 

Lampiran 

  

 

 

Lampiran  

Lampiran 

Lampiran 

 

I.2  

    

 

I.3 

 

 

I.4 

 

 

 

II 

III 

IV 

 

: 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

 

:

:

: 

 

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja 

dan pembiayaan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 

urusan pemerintahan  daerah, organisasi, program, dan 

kegiatan; 

Rekapitulasi realisai anggaran belanja daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

 



e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

 

 k. 

l. 

 

m. 

n. 

o. 

p. 

q. 

r. 

s. 

 

 

t. 

 

Lampiran 

Lampiran       

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 

 

Lampiran 

Lampiran 

 

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 

Lampiran 

 

 

Lampiran 

 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

 

XI 

XII 

 

XIII 

XIV 

XV 

XVI

XVII 

XVIII 

XIX 

 

 

XX 

: 

: 

: 

:

: 

: 

 

:

: 

 

:

: 

:

:

: 

: 

: 

 

 

: 

 

Neraca; 

Laporan Arus Kas; 

Catatan atas Laporan Keuangan; 

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ; 

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 

Bergulir; 

Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 

tahun berikutnya; dan 

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 11 

Lampiran  Ikhtisar Laporan  Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 

XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 12 

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul. 

            Ditetapkan  di  Wonosari 

           pada tanggal 19 Agustus 2021       

 BUPATI GUNUNGKIDUL, 

ttd 

SUNARYANTA 

  

Diundangkan di Wonosari 

pada tanggal 19 Agustus 2021   

SEKRETARIS  DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

  ttd 

DRAJAD RUSWANDONO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 2 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA : (2, 17/2021) 
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